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REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG

PEDOMAN PERHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL

ANALIS HUKUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

Mengingat

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 99 Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan melaksanakan
ketentuan Pasal 44 ayat (2) dan Pasal 45 Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 51 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Analis
Hukum, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan

Jabatan Fungsional Analis Hukum;

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor
29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 1473) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan
Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 1135);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 51 Tahun 2020 tentang
Jabatan Fungsional Analis Hukum (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 724);
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MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
TENTANG PEDOMAN PERHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN
FUNGSIONAL ANALIS HUKUM.

BAB
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Jabatan Fungsional Analis Hukum adalah jabatan yang
mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan
wewenang untuk melaksanakan kegiatan analisis dan
evaluasi hukum.

Pejabat Fungsional Analis Hukum yang selanjutnya
disebut Analis Hukum adalah PNS yang diberi tugas,
tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan
kegiatan analisis dan evaluasi hukum.

Analisis dan Evaluasi Hukum adalah kegiatan yang
meliputi analisis dan evaluasi peraturan perundang-
undangan dan hukum tidak tertulis serta pembentukan
peraturan perundang-undangan, analisis permasalahan
hukum, analisis terhadap pengawasan pelaksanaan
peraturan perundang-undangan, analisis dan evaluasi
dokumen perjanjian dan pelaksanaan perjanjian, analisis
dan evaluasi pelayanan hukum, perizinan dan informasi
hukum, serta advokasi hukum.

Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan
dan/atau akumulasi nilai butir kegiatan yang harus
dicapai oleh Analis Hukum dalam rangka pembinaan
karier yang bersangkutan.

Beban Kerja adalah sejumlah target pekerjaan atau target
hasil yang harus dicapai dalam satu satuan waktu
tertentu.

Jam Kerja Efektif adalah jam kerja yang secara objektif
digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan atau kegiatan

unsur utama.
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10.

11.

12.

Instansi Pembina Jabatan Fungsional Analis Hukum
yang selanjutnya disebut dengan Instansi Pembina
adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
Instansi Pengguna Jabatan Fungsional Analis Hukum
yang selanjutnya disebut Instansi Pengguna adalah
lembaga mnegara, kementerian, lembaga pemerintah
nonkementerian, lembaga nonstruktural, pemerintah
daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota.
Standar Kemampuan Rata-rata yang selanjutnya
disingkat SKR adalah kemampuan rata-rata Pejabat
Fungsional untuk menghasilkan output dalam waktu
efektif setahun atau sebanyak 1.250 (seribu dua ratus
lima puluh) jam.

Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia yang selanjutnya disebut Sekretaris Jenderal
adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Sekretariat
Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional yang
selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Pejabat
Pimpinan Tinggi Madya Badan Pembinaan Hukum
Nasional.

Pejabat yang Berwenang selanjutnya disingkat PyB
adalah pejabat  yang mempunyai kewenangan
melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan
pemberhentian pegawai aparatur sipil negara sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Analis

Hukum sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini

digunakan untuk perhitungan kebutuhan:

a.

b.

Jabatan Fungsional Analis Hukum pada Instansi
Pembina; dan
Jabatan Fungsional Analis Hukum pada Instansi

Pengguna.
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Pasal 3
Jenjang Jabatan Fungsional Analis Hukum terdiri atas:
a. Analis Hukum Ahli Pertama;
b. Analis Hukum Ahli Muda;
c. Analis Hukum Ahli Madya; dan
d. Analis Hukum Ahli Utama.
Untuk Jabatan Fungsional Analis Hukum Ahli Utama

hanya berkedudukan di Instansi Pembina.

BAB II
PENYUSUNAN KEBUTUHAN

Pasal 4

Penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional Analis
Hukum dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun
sesuai dengan rencana strategis Instansi Pemerintah dan
mempertimbangkan dinamika/perkembangan organisasi
Instansi Pemerintah.

Kebutuhan  Jabatan  Fungsional Analis Hukum
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperinci setiap 1
(satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan.
Penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional Analis
Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilakukan dengan sistem elektronik sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Hukum

dilakukan melalui tahapan:

a.
b.

(1)

perhitungan; dan

pengusulan.

Pasal 6
Aspek dalam perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional
Analis Hukum terdiri atas:
a. Beban Kerja; dan

b. SKR penyelesaian kegiatan.
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(2)

(3)

(4)

(5)

Beban Kerja pada Instansi Pembina sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a diperoleh berdasarkan

jumlah target kerja yang ditetapkan pada tingkat unit
kerja atau satuan kerja untuk masing-masing jenjang

Jabatan Fungsional Analis Hukum.

Beban Kerja pada Instansi Pengguna sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a diperoleh berdasarkan

jumlah target kerja yang ditetapkan pada tingkat Instansi

Pengguna untuk masing-masing jenjang Jabatan

Fungsional Analis Hukum.

SKR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

merupakan standar kemampuan rata-rata untuk

memperoleh hasil kerja yang diukur menggunakan
satuan hasil.

SKR sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan

dengan menghitung:

a. jumlah peraturan perundang-undangan yang
dievaluasi;

b. jumlah hukum tidak tertulis yang dievaluasi,

c. jumlah kebutuhan peraturan perundang-undangan
yang dievaluasi;

d. jumlah naskah akademik, penjelasan, dan
keterangan untuk pembentukan peraturan
perundang-undangan;

e. jumlah kebutuhan hukum untuk pembangunan
hukum nasional;

f.  jumlah permasalahan hukum yang terkait dengan
tugas dan fungsi Instansi Pemerintah yang
dianalisis;

g. jumlah  pengawasan  pelaksanaan  peraturan
perundang-undangan yang terkait dengan tugas dan
fungsi Instansi Pemerintah yang dianalisis;

h. jumlah penanganan atas pengaduan atau somasi
dari masyarakat atau lembaga yang terkait dengan
tugas dan fungsi Instansi Pemerintah yang

dianalisis;
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jumlah perjanjian kerja sama/kontrak kerja
sama/kesepakatan bersama/nota kesepahaman
yang dianalisis;

jumlah perjanjian internasional yang dianalisis;
jumlah kebijakan pelayanan hukum dan perizinan
yang menjadi kewenangan Instansi Pemerintah yang
dianalisis;

jumlah informasi hukum yang dianalisis;

jumlah penyelenggaraan bantuan hukum oleh
organisasi bantuan hukum yang dievaluasi;

jumlah perkara perdata, tata usaha negara, dan uji
materiil peraturan perundang-undangan;

jumlah advokasi di luar persidangan (nonlitigasi);
jumlah  advokasi hukum secara adjudikasi;
dan/atau

jumlah advokasi hukum di forum alternatif

penyelesaian sengketa.

Pasal 7

Perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Analis

Hukum dilakukan melalui pendekatan hasil kerja dengan

memperhatikan aspek Beban Kerja dan SKR penyelesaian

kegiatan.

Perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Analis

Hukum melalui pendekatan hasil kerja sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) meliputi tahapan:

a.

mengidentifikasi aspek Beban Kerja berdasarkan
rata-rata volume 3 (tiga) tahun terakhir atau target
volume tahun berjalan; dan

menghitung kebutuhan Jabatan Fungsional Analis
Hukum berdasarkan volume Beban Kerja, SKR dan
persentase kontribusi dari masing-masing jenjang

Jabatan Fungsional Analis Hukum.
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(3) Perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Analis
Hukum dengan pendekatan hasil kerja sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam
Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III
PENGUSULAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS
HUKUM

Bagian Kesatu
Pengusulan Kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Hukum

pada Instansi Pembina

Pasal 8

(1) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi
kesekretariatan pada unit kerja tingkat pusat dan Pejabat
Pimpinan Tinggi Pratama pada Kantor Wilayah
mengajukan usulan kebutuhan Jabatan Fungsional
Analis Hukum kepada Kepala Badan untuk mendapatkan
rekomendasi penetapan.

(2) Kepala Badan melakukan verifikasi usulan penetapan
kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Hukum.

(3) Kepala Badan memberikan rekomendasi atas hasil
verifikasi usulan kebutuhan Jabatan Fungsional Analis
Hukum kepada Sekretaris Jenderal.

(4) Sekretaris Jenderal menyampaikan usulan penetapan
kebutuhan yang telah diverifikasi kepada menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

pendayagunaan aparatur negara.
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Bagian Kedua

Pengusulan Kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Hukum

(1)

(2)

(3)

(4)

pada Instansi Pengguna

Pasal 9

PyB pada Instansi Pengguna mengajukan usulan
kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Hukum kepada
Kepala Badan.

Kepala Badan melakukan verifikasi usulan kebutuhan
Jabatan Fungsional Analis Hukum dari Instansi
Pengguna.

Kepala Badan memberikan rekomendasi atas hasil
verifikasi usulan kebutuhan Jabatan Fungsional Analis
Hukum kepada Instansi Pengguna dan ditembuskan
kepada Menteri.

Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

digunakan sebagai usulan kebutuhan ASN.

Pasal 10

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Januari 2021

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
YASONNA H. LAOLY

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 Januari 2021

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA
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LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK
ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG PEDOMAN PERHITUNGAN
KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL
ANALIS HUKUM

TATA CARA PERHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN
FUNGSIONAL ANALIS HUKUM DENGAN PENDEKATAN
HASIL KERJA

Penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsicnal Analis Hukum
dilakukan berdasarkan peta jabatan untuk mengetahui jumlah
kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Hukum yang dibutuhkan setiap
jenjang jabatan.

Tata cara perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Analis
Hukum adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi sasaran kegiatan untuk 1 (satu) tahun sesuai
dengan rencana strategis organisasi, sebagai berikut:

a. Analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan;

b. Analisis dan evaluasi hukum tidak tertulis;

c. Analisis dan evaluasi kebutuhan peraturan perundang-
undangan;

d. Analisis pembentukan naskah akademik, penjelasan, dan
keterangan untuk pembentukan peraturan perundang-
undangan;

€. Analisis kebutuhan hukum untuk pembangunan hukum
nasional;

f. Analisis permasalahan hukum yang terkait dengan tugas dan
fungsi Instansi Pemerintah;

g. Analisis terhadap pengawasan pelaksanaan peraturan
perundang-undangan vang terkait dengan tugas dan fungsi
Instansi Pemerintah;

h. Analisis penanganan atas pengaduan atau somasi dari
masyarakat atau lembaga yang terkait dengan tugas dan
fungsi Instansi Pemerintah;

i. Analisis dan evaluasi perjanjian kerja sama/kontrak kerja

sama/kesepakatan bersama/nota kesepahaman,;
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. Analisis dan evaluasi

-12-

Analisis dan evaluasi perjanjian internasional;
kebijakan pelayanan hukum dan
perizinan yang menjadi kewenangan Instansi Pemerintah;

Analisis konteks dan isi informasi hukumn;

. Analisis dan evaluasi penvelenggaraan bantuan hukum vang

dilaksanakan oleh Organisasi Bantuan Hukum;

. Melaksanakan advokasi dalam perkara perdata, tata usaha

negara, dan uji materiil peraturan perundang-undangan,

. Melaksanakan advokasi di luar persidangan (nonlitigasi);

p. Melaksanakan advokasi hukum secara adjudikasi; dan

q. Melaksanakan

advokasi

penyelesaian sengketa.

hukum di

forum  alternatif

2. Menggunakan nilai SKR vang telah ditetapkan dalam Tabel 1 sesuai

dengan sasaran kegiatan.

Tabel 1. SKR Jabatan IFungsional Analis Hukum

www.peraturan.go.id

No Tugas Pokok Analis Hukum Sasaran Kegiatan SKR
1. Analisis dan evaluasi Analisis dan evaluasi peraturan
perundang-undangan dan perundang-undangan 1.56
hukum tidak tertulis Analisis dan evaluasi hukum tidak 3,50
tertulis 5
2. Analisis dan evaluasi Analisis dan evaluasi kebutuhan 65.56
pembentukan peraturan peraturan perundang-undangan
perundang-undangan Analisis pembentukan naskah 10.31
akademik, penjelasan, keterangan
untuk pembentukan peraturan
perundang-undangan
Analisis kebutuhan hukum untuk 5.05
pembangunan hukum nasional
3. Analisis permasalahan hukum Analisis permasalahan hukum vang 23.78
vang terkait dengan tugas dan terkait dengan tugas dan fungsi
fungsi Instansi Pemerintah Instansi Pemerintah
4. Analisis terhadap pengawasan Analisis terhadap pengawasan 30
pelaksanaan peraturan pelaksanaan peraturan perundang-
perundang-undangan yang undangan yang terkait dengan
terkait dengan tugas dan tugas dan fungsi Instansi
fungsi Instansi Pemerintah Pemerintah
Analisis penanganan atas 20.42
pengaduan atau somasi dari
masyarakal atau lembaga vang
terkait dengan tugas dan fungsi
Instansi Pemerintah
3. Analisis dan evaluasi Analisis dan evaluasi perjanjian
dokumen perjanjian dan kerja sama/kontrak kerja sama/ 58.24
pelaksanaan perjanjian kesepakatan bersamaj/nota
Instansi Pemerintah kesepahaman
Analisis dan evaluasi perjanjian 23.88
internasional
6. Analisis dan evaluasi Analisis dan evaluasi kebijjakan 73.86
pelavanan hukum, perizinan pelayvanan hukum dan perizinan
dan informasi hukum vang menjadi kewenangan Instansi
Pemerintah
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No Tugas Pokok Analis Hukum

Sasaran Kegiatan

SKR

Analisis konteks dan isi informasi
hukum

22.84

Analigis dan evaluasi
penyelenggaraan bantuan hukum
yang dilaksanakan oleh Organisasi
Bantuan Hukum

20.33

7. Advokasi hukum

Melaksanakan advokasi dalam
perkara perdata, tata usaha negara,
dan uji materiil peraturan
perundang-undangan

2.30

Melaksanakan advokasi di luar
persidangan (nonlitigasi)

6.95

Melaksanakan advokasi hukum
secara adjudikasi

11,11

Melaksanakan advokasi hukum di
forum alternatif penyelesaian
sengketa

17.47

3. Menggunakan nilai persentase kontribusi setiap jenjang Jabatan
Fungsional Analis Hukum yang telah ditetapkan dalam Tabel 2

sesuai dengan sasaran kegiatan masing-masing jenjang jabatan.

Tabel 2. Persentase Kontribusi Setiap Jenjang Jabatan Fungsional

Analis Hukum
No  Tugas Pokok Sasaran Kegiatan % Kontribusi Jenjang Jabatan
Analis Hukum Pertama Muda Madya Utama
1. | Analisis dan 1. Analisis dan 10% 25% 25% 40%
evaluasi evaluasi peraturan
perundang- perundang-
undangan dan undangan
hukum tidak 2. Analisis dan 12% 27% 28% 33%
tertulis evaluasi hukum
tidak tertulis
2. | Analisis dan 1. Analisis dan 20% 410% 20% 20%
evaluasi evaluasi
pembentukan kebutuhan
peraturan peraturan
perundang- perundang-
undangan undangan
2, Analisis 20% 40% 40% 0%
pembentukan
naskah akademik,
penjelasan,
keterangan untuk
pembentukan
peraturan
perundang-
undangan
3. Analisis 9% 15% 36% 40%
kebutuhan hukum
untuk
pembangunan
hukum nasional
3. | Analisis 1. Analisis 20% 25% 55% 0%
permasalahan permasalahan
hukum yang hukum yang
terkait dengan terkait dengan
tugas dan tugas dan fungsi

www.peraturan.go.id
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No Tugas Pokok Sasaran Kegiatan % Kontribusi Jenjang Jabatan
Analis Hukum Pertama Muda Madya Utama
fungsi Instansi Instansi
Pemerintah Pemerintah
4. | Analisis 1. Analisis terhadap 17% 46% 37% 0%
terhadap pengawasan
pengawasan pelaksanaan
pelaksanaan peraturan
peraturan perundang-
perundang- undangan yang
undangan terkait dengan
vang terkait tugas dan fungsi
dengan tugas Instansi
dan fungsi Pemerintah
Instansi 2. Analisis 14% 36% S50% 0%
Pemerintah penanganan atas
pengaduan atau
somasi dari
masyarakat atau
lembaga yang
terkait dengan
tugas dan fungsi
[nstansi
Pemerintah
5. | Analisis dan 1. Analisis dan 25% 35% 40% 0%
evaluasi evaluasi perjanjian
dokumen kerja
perjanjian dan sama/kontrak
pelaksanaan kerja
perjanjian sama/kesepakatan
Instansi bersama/nota
Pemerintah ~ kesepahaman
2. Analisis dan 15% 43% 40% 0%
evaluasi perjanjian
internasional
6. | Analisis dan 1. Menganalisis dan 26% 41% 33% 0%
evaluasi mengevaluasi
pelavanan kebijakan
hukum, pelayanan hukum
perizinan, dan dan perizinan yang
informasi menjadi
hukum kewenangan
Instansi
Pemerintah
2. Analisis konteks 26% 53% 21% 0%
dan isi informasi
hukum
3. Analisis dan 30% 40% 30% 0%
evaluasi
penyelenggaraan
bantuan hukum
vang dilaksanakan
oleh Organisasi
Bantuan Hukum
7. | Advokasi 1. Melaksanakan 30% 20% 40% 0%
hukum advokasi dalam
perkara perdata,
tata usaha negara,
dan uji materiil
peraturan
perundang-
undangan

www.peraturan.go.id
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No

Tugas Pokok
Analis Hukum

Sasaran Kegiatan

% Kontribusi Jenjang Jabatan
Pertama

Muda

Madya

Utama

2, Melaksanakan 31% 32% 37% 0%

advokasi di luar
persidangan
(nonlitigasi|

3. Melaksanakan
advokasi hukum
secara adjudikasi

29% 35% 36% 0%

4, Melaksanakan
advokasi hukum di
forum alternatif
penyelesaian
sengketa

30% 35% 35% 0%

4.

Jumlah SDM =

Menentukan volume Beban Kerja (V) dengan menggunakan baseline

(tiga)
sebelumnyva atau proveksi tahun berjalan vang disesuaikan dengan

data frekuensi/volume Beban Kerja minimal 3 tahun

rencana  strategis organisasi, tujuan organisasi, dan dinamika
organisasi.

Menghitung kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Hukum per
jenjang dengan cara menjumlahkan hasil perhitungan kebutuhan
Jabatan Fungsional Analis Hukum dari masing-masing sasaran

kegiatan atau sebagaimana rumus berikut:

Persentase kontribusi (P] X volume Beban Kenja

Vi

X 1 orang

Standar Kemampuan Rata-Rata (SKR|

6. Penentuan jumlah kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Hukum:

a. Apabila berdasarkan perhitungan vang dilakukan terhadap
Jabatan Fungsional Analis Hukum menurut jenis dan jenjang
jabatan memperoleh nilai lebih besar atau sama dengan 0,50
maka dapat ditetapkan jumlah kebutuhan Analis Hukum
berjumlah 1 (satu) (pembulatan ke atas).

b. Apabila berdasarkan perhitungan yang dilakukan terhadap
Jabatan Fungsional Analis Hukum menurut jenis dan jenjang
jabatan memperoleh nilai kurang dari 0,50 maka tidak dapat

Analis Hukum

untuk jenis dan jenjang Jabatan Fungsional Analis Hukum

ditetapkan kebutuhan Jabatan Fungsional

tersebut (pembulatan ke bawah).

www.peraturan.go.id
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7. Penentuan jumlah kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Hukum

Ahli Pertama:

untuk tiap jenjang jabatan:

a. Kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Hukum untuk jenjang

analisis dan evaluasi
peraturan perundang-
undangan

Persentase Kontribusi Ahli Pertama (P) X Volume (V)
SKR

analisis dan evaluasi

Persentase Kontribusi Ahli Pertama (P) X Volume (V]

hukum tidak tertulis SKR
Dst Persentase Kontribusi Ahli Pertama (P) X Volume (V] =
SKR

¥ Kebutuhan JF AH Ahli Pertama

Kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Hukum untuk jenjang

Ahli Muda:

analisis dan evaluasi
peraturan perundang-
undangan

Persentase Kontribusi Ahli Muda (P) X Volume (V)
SKR

analisis dan evaluasi

Persentase Kontribusi Ahli Muda (P} X Volume (V]

hukum tidak tertulis SKR
Dst Persentase Kontribusi Ahli Muda (P} X Volume (V] =
SKR

¥ Kebutuhan JF AH Ahli Muda

Kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Hukum untuk jenjang

Ahli Madya:

analisis dan evaluasi
peraturan perundang-
undangan

Persentase Kontribusi Ahli Madva (P} X Volume (V)
SKR

analisis dan evaluasi

Persentase Kontribusi Ahli Madva (P} X Volume (V)

hukum tidak tertulis SKR
Dst Persentase Kontribusi Ahli Madva (P} X Volume (V) =
SKR

¥ Kebutuhan JF AH Ahli Madya

Kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Hukum untuk jenjang

Ahli Utama:

analisis dan evaluasi
peraturan perundang-
undangan

Persentase Kontribusi Ahli Utama (P) X Volume (V.
SKR

analisis dan evaluasi

Persentase Kontribusi Ahli Utama (P) X Volume (V)

hukum tidak tertulis SKR
Dst Persentase Kontribusi Ahli Utama (P] X Volume (V] =
SKR

Y Kebutuhan JF AH Ahli Utama
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Contoh Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Hukum Ahli
Pertama di Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional, BPHN

FORMULIR PENGHITUNGAN FORMAS! UNTUK KEBUTUNAN JF AN
Nama Jabatan JF AH Abk Pertarma

Unit Kerja (Lokus) - Pusat Analais dan Evaleas) Mukum N Badan M Hubum N ol K l Hukum dan HAM i
VOLUVE KEBUTUMAN
PERSENTASE  BEBAN KERUA F M
NO TUGAS POKOK JF AM SASARAN KEGIATAN SKR | KONTRIBUSI DALAM 1
. L (BATY) TARUN !
™) ) (F V) 5B
1 Analsis dan “Anabaa cae Ermtuay Pecaturan Perundang Undangan 1.50 10% 200 128
Evaluas Perndang-Undangan dan Asales aan Evaras Hubirm Tdas Tedtils 3% 3 2 087
Hukirn Tidak Tertuis
2 'Aum dan Emﬁmv {Anaisis San Evatuas Kebutan Pecaluran Perundang-undangan | 6.5 0% 160 308
dang-Undangan  Angiss Py kan Naskah Akademh Penjlasan, Keterangan | 10,31 0% LB o0 |
Untuh Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
Angiers Kebutuhan Hutum Untuh 9 Haum N | 5,05 o 125 223
3 Anaisis Permasaanan Hukum yang Anakes Permasaahan Hukum yang terkalt dengan Tugas dan 2378 20% 0 onw
terkait dengan Tugas dan Fungsl Tungs Instans Pemerintal
| Imlummnhh o 1 - o T | L o . .
4 Analuis G ey me g k) 7% =] 1]
P Py A g rmwwwww-mlmmu
unamywmiﬂm
Tugas dan Fungs: Instansi qummwl dan masyarakat | 2042 s -] 000
Pemenntah 2080 lemdags yarg teckall dengan Wges San lungsi Instansi
§ Analais dan Evaluas Dokumen Aratses dao Evatuas peraryian Kera sama / kontrak kerja sama / 5824 25% "] ¢ 00
Pernangan dan Palaksanaan AEVADI I DETSETS NOta kesopanaman | |
Penanian instany Pemanntan Anatan 0 Evalan Perjacgan Intemasona 23,08 15% 0 0.00
0 Anabsis dan Evaluaw Petayanas A a7 mange Kebgaean Pelayanan Maam dan | 7308 pLTN | [ )
Hukun, Perznan dan Informan _m g mangad b gan instansl Peme ! |
Hukum Acolan womers dan mlmu Hulum ; 284 W% | [} 0.00
[Anatns aan Evaan Penpelenggarasn Bantuan Hukim yang 09 3% 0 1 000
ahnuv oheh Orpameas Bantusn Hukum
7T Advokaas Hukum Thieiohaanatan advohan dalam Derkava perdata, 1ala Lnaha 230 s | [] 1 o0
fegara 2an  matenil peraturan perindang-undargan | |
Metaisanatan advoras ditat persdangan (noniitigas) 6.65 NN | 0 | 0.00
Mn-wrw”namm-npﬂm nn 20% c 0.00
Mgt 1904 30 20voABS hobum & Torum ahernalil penyelesaian 1747 | 0 | a0
sengheta :
TOTAL FORMAS! | -
PEMBULATAN 19

Tabel di atas memperlihatkan hasil perhitungan kebutuhan Jabatan
Fungsional Analis Hukum Ahli Pertama sesuai dengan sasaran kegiatan dan
jumlah volume Beban Kerja yang ditentukan oleh instansi sesuai dengan
rencana strategis instansi dan mempertimbangkan dinamika/perkembangan

organisasi. Dengan menggunakan rumug perhitungan sebagai berikut:

Jumlah JF AH = Persentase kontribusi Ahli Pertama (P] X volume Bebhan Kerja X 1 arang
Pettama [V]

Standar Kemamp uan Rata-Rata [SKR)

(10% X 200)/1,56 + (12% X 20)/3,59 + (20% X 100)/6,56 + (9% X 125]/5,05
(20% X 20)/23,78

12,82 + 0,67 + 3,05 + 2,23 + 0,17

18,93

+

Sesuai dengan ketentuan angka 6, bahwa apabila berdasarkan perhitungan
memperoleh nilai lebih besar atau sama dengan 0,50 maka dapat ditetapkan
jumlah kebutuhan Analis Hukum berjumlah 1 (satu] (pembulatan ke atas),
sehingga Pusgat Analisis dan Evaluasi Hukum Nagional-BPHN membutuhkan
19 orang Analis Hukum Ahli Pertama.

www.peraturan.go.id
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Contoh Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Hukum Ahli
Muda di Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional, BPHN

FORMULIR PENGHITUNGAN FORMASI UNTUX KEBUTUMAN JF AN
Noma Jabatan  JF AH AR Mude

Ut wana (Lotes)  Pasat Asaiss gan Evaluas Hubam ol Badan Humum < g Haham 0an HAM 4 -
pensewTase | (CLUNERERAN | cepuTunaN JF
~NO TUGAS POKOK JF AM SASARAN KEGIATAN SR | ‘m m”’ﬁllr 7317 | ety TAMUN |
# ) (F x V) I 5KR

t 7 3 < 3 ] 7

1 f-ss:n z Anatss can Evaluas Peraturan Perundang Uncangan 158 % s0 201
S s G
X ] 3
;”w'wY“ Analein dan Evalussi Husum Tidas Tertuls = oy % 150

2 Avalben dan Evalaes . TAnatais dan Evahani Peraturan 7 9 &8 | a% %0 105

v {Anabais F Naskanh “Peryelasan K e | | |
Fa NN* m.\ e
b Py an Peraturan P '} g i i e ° 0.0
Analan Ketuthan Hubum Untuk Pembargunan Musum Nasonas 505 | 15% 0 140

3 Asslan Permasaishan rbum  Analan Permasalahen Haum yang ieckat dengan Toges dan an
1o terhat Sergan Tugas dae | Fungel Instams: Pemedintah b 2 o
JFwrge stane Permennah l .

& Ansisn P Anatsn 0 P 3 peruniany X oy A o
Fearranasn Petaturan wndangan yang terkan dangan %gas dan fungs matami Bemerntah %0
mw«:‘u;v' |Anainis praacganse 8law pengacuan stay soman dirl masyaraeat | 2040 | 1
ferhat dengan Tupas o atau torkalt » dan A mearal N o 000

, ‘"ﬁ:‘v‘"ﬂ dengan tugas nge

5 Ansimn das Evabay Dosumen ‘A'ndsnm[-alhmnpewl(nnm-.imbmm‘ seae ~

Feganan dan Pelabianaan  Mesepatatan Dersama MOta AesepanaTan = o 0.00
| [Peoeen imtan Pemenish (iraisis dan Evokial Peranjan Itemasceal | mm | e ° 00
F  Assiss das Twsloasl Pelay | Can menge i Kebjakan Pelay Fukum dae TigE 5 N 0.00
Maum Percman dan mlormasi | Pericnan yang menjadi kewenangan instansi Pemenntah .
AT EER TS —— : + 1 +
Hebum Analsi Korfeen dan Iw tomas Husee 284 . e 600
Analsn dam Evelum) Penyetenggarann  Bartuan rubum yang 2n ] - | o 0.0
diavsanakan oleh Organsas Santuan Mukam
+ t + + 1 '
T Asvsas Mk Melmaanahan advokas, Gsam perkars perdsta 1a1a waahe 1% o 0 000
regars. dan uj materil peraturan perandang-undangen
A lah R anah an n0voLas GIUA parRaangan (ronitiges | e 2% 0 000
Meisnaanakan Advorasi Haum Secara adudhas ni »w [ | 000
Melsraanakan aovotat husum & fonim aternatl penyeeessan et 0.00
[vangheta l e ! 9 !
TOTAL FORMAS! | "2
PEMBULATAN 1"

Tabel di atas memperlihatkan hasil perhitungan kebutuhan Jabatan
Funggional Analis Hukum Ahli Muda sesuai dengan sasaran kegiatan dan
jumlah volume Beban Kerja yang ditentukan oleh instansi sesuai dengan
rencana strategis instansi dan mempertimbangkan dinamika/perkembangan

organigasi. Dengan menggunakan rumus perhitungan sebagai berikut:

Jumlah JF AH = Persentase kontribusi Ahli Muda [F) X valume Beban Kerja X 1 arang
Muda [V])

Standar Kemampuan Rata-Rata [SKR)

= (25% X 50)/1,56 + (27% X 20)/3,59 + (40% X 50)/6,56 + (15% X 50]/5,05 +
(25% X 20)/23,78

=8,01+ 1,50 + 3,05 + 1,49 + 0,21

= 14,26

Sesuai dengan ketentuan angka 6, bahwa apabila berdasarkan perhitungan
memperoleh nilai lebih kecil dari 0,50 maka dilakukan pembulatan ke bawah
sehingga Pusgat Analisis dan Evaluasi Hukum Nagional-BPHN membutuhkan
14 orang Analis Hukum Ahli Muda.
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Contoh Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Hukum Ahli
Madya di Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional, BPHN

FORMULIR PENGHITUNGAN FORMAS! UNTUK KEBUTURAN JF AM
Nama Jabatan JF AN AN Madya

Undt Kenja (Lokus| ~ Pusat Anates dan Evaas mutum W Bace P % i A Hkum dan HAM i !
persenase | LAT RN commann #
) TUGAS POKOK JF AN SASARAN KEGIATAN SRR KONTRIBUS! |~ aTun TAMUN AN
") ™ Pav) xR
1| 2 3 ‘ 5 L 7
1 [Anatss Gan {Anatsa car Evatan Pecatian PardangUndangan L % @ 1 64t
[Evaluss: Perundang Uncungen | Anakes Gan Evatast ke Tk Tertuts J L W% | ([ | on
2 lmm&m: Argiss sar Evauas Kebu Peratoran P 8,50 20% X on
|Pamtsankan Peraturan ‘Angiss Sermtestaas Kastah Aademh Dem nw T | o T [) 1 000
»P.rmw Unta Fe Parataan & e ¥
mmmwwmw 5,08 ¥ ] an
3 Anmiss Permasaisran b Anaiss Permasasistan bk (ang ferkat dengan Tugss dan 2378 5% F ] 1 0es
yang terkait dengan Tugas dan  Fungu insiaaw Semecmigh
f“‘l'"”"'"?!!!‘!‘!" S
4 Angzinz = pesundang- N s [ o
wmum?ku CEIANGAS ;NG WINAT Sengan Ngas dan ngsl lestanal Femenniah
,Malﬂnqm?qaamﬂwgu ANJISS DETSNGIrae 3T3T PANZACLEN LAY JOMA% 02N MATyAraMI wa 5% L [3-5
|Inatans: Pemernntah Wi wGags yaeg SO0t Oergan Lgas dan fungs: imslans
= ! Pemerwtan e e G & = =
5 Andiss dan Evatusi Dokumen Arates Sar Evatuan parangan Kaos sama [ hontrak bera sama 58, 0% 4] o
:me%m AEtesoAEs DerIITE TOL2 hesepataTY | 1 B .
Penanpan mstass) Pemanntan 'm oo !-A- w imernascnal | 208 | 0% e oo
[ ;mwlm%" o Keogakan Palay Mukum dan 7300 0N ] o
{Hubum Padziman dan informas! w,qrqu Seaanangan watans Pemerintan | | |
Muoun mwanmw L 2% | 4 0os
‘ Muuwl“l’—m Bamoan Mukum yang 0.3 X 0 0de
[ a0 e Organaas. Rartuen Hukm i } } 4
7 AR Hunam (Mt et 37 B300n v G ek ara peUala Lata Luaha 20 S ] 0o
mwvwmm : . ' '
Mo aanan 0 23e0nan Siual parudangan (nonityas) | 608 1 s 1 0 | cx
wwrmwm.“w | "nn ! W% | 0 | ¢
u-.mmw-wmm\nﬂmm-n 1747 bLLN [} oo
penghety
TOTAL FORMAS "
PEMBULATAN .

Tabel di atas memperlihatkan hagil perhitungan kebutuhan Jabatan
Fungsional Analis Hukum Ahli Madya sesuai dengan sasaran kegiatan dan
jumlah volume Beban Kerja yang ditentukan oleh instansi sesuai dengan
rencana strategis instansi dan mempertimbangkan dinamika/perkembangan

organisasi. Dengan menggunakan rumug perhitungan sebagai berikut:

Jumlah JF AH = Persentase kontribusi Ahli MadyaP] X volume Beban Kerja X1 arang
Madya ]

Standar Kemamp uan Rata-Rata (SKR)

= (25% X 40)/1,56 + (28% X 10)/3,59 + (20% X 30]/6,56 + (36% X 10]/5,05 +
(55% X 20)/23,78

=6,41+ 0,78 + 0,91 + 0,71 + 0,46

=9,28

www.peraturan.go.id
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Sesuai dengan ketentuan angka 6, bahwa apabila berdasarkan perhitungan
memperoleh nilai lebih kecil dari 0,50 maka dilakukan pembulatan ke bawah
sehingga Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional-BPHN membutuhkan 9
orang Analis Hukum Ahli Madya.

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY
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LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK
ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG PEDOMAN PERHITUNGAN
KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL
ANALIS HUKUM

FORMULIR PERHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS HUKUM

TAHUN .....
Nama Jabatan
Unit Kerja
VOLUME
PERSENTASE BEBAN KEBUTUHAN
NO TUGAS POKOK JFAH SASARAN SKR KCNTRIBUSI KERJA JFAH
KEGIATAN SETIAP DALAM
JENJANG SATU
(P) TAHUN {Px V) SKR
v
1 2 3 4 5 6 7

Keterangan Tabel:

1.
2.
3.

Kolom 1 diisi dengan nomor urut.
Kolom 2 diisi dengan tugas pokok Jabatan Fungsional Analis Hukum.
Kolom 3 diisi dengan sasaran kegiatan Analis Hukum sesuai dengan tugas

Jabatan Fungsional Analis Hukum.

. Kolom 4 diisi dengan nilai Standar Kemampuan Rata-Rata (SKR) pada

setiap sasaran kegiatan tugas Jabatan Fungsional Analis Hukum (lihat dan

diisi sesuai Tabel 1).

. Kolom 5 diisi dengan nilai persentase kontribusi setiap jenjang Jabatan

Fungsional Analis Hukum sesuai dengan sasaran kegiatan tugas Jabatan

Fungsional Analis Hukum (lihat dan diisi sesuai Tabel 2).

. Kolom 6 diisi dengan proyeksi jumlah volume Beban Kerja dalam tahun

yvang berkenaan vyang ditentukan oleh instansi, dapat dengan
menggunakan baseline data frekuensi/volume kegiatan minimal 3 (tiga)
tahun sebelumnya atau proyeksi tahun berjalan yang disesuaikan dengan

rencana strategis dan tujuan instansi, serta mempertimbangkan

2021, No.38
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dinamika/perkembangan organisasi. Proveksi volume Beban Kerja dapat
menggunakan perhitungan statistik berupa tren, baik meningkat, tetap,

maupun menurun.
7. Kolom 7 diisi dengan hasil perhitungan jumlah SDM pada setiap jenjang

Jabatan Fungsional Analis Hukum.

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY
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